BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi
berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan
bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. Pembelajaran
tersebut diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat,
dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan
masyarakat setempat karena pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik. Dasar
utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan
pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten,
dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan
kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi
daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan
masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah
dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan  rakyat.

Pembangunan desa memegang peranan penting karena merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan
nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang
dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama
pemerintah daerah mengkoordinir pembangunan desa dalam program kerjanya.
Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan
yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur
pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan

langsung berada di tengah masyarakat. Karena dapat di pastikan apapun bentuk setiap
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program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa
terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (Centre of excellent). Masih
minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif
yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat
dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya
berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah
semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan
pembangunman desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam
pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan
direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988). Masyarakat masih di anggap oleh
obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah
sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran
pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasasmita,
1996).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi
kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana
dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
terkait pemberdayaan usaha ekononomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi
berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan
bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. Pembelajaran
tersebut diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat,
dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan

masyarakat setempat karena pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik.



Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di kecamatan pada dasarnya di
pengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah dana yang di miliki oleh
kecamatan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat,
kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat, sumber daya alam yang tersedia,
kondisi sosial masyarakat, kemandirian masyarakat, peningkatan prakarsa dan
swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus
dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat,
sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-
beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk memberikan
pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka
sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota
masyarakat yang lain, hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang
beragam yang dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan
tingkat pendidikan. Oleh karena itu derajat keberdayaan masyarakat akan sangat
bervariasi meskipun proses pengembangan kapasitas yang ada dilakukan dengan
pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Setiap anggota masyarakat
dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan
untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik,
namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu.
Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di
komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk
menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun

masyarakat madani.



Perangkat Daerah Kabupaten Jember adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten
Jember adalah unsur pembantu bupati dan DPRD Kabupaten Jember dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
Jember. Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Jember.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja mempunyai hubungan
kerja yang jelas, baik secara vertikal maupun horizontal. Penentuan tugas dan fungsi
perlu memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten dalam
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama harus bersifat koordinatif dan

fungsional.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana analisis implementasi tugas dan fungsi bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai
atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi

Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.



1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran,
ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak
terutama pemerintah daerah kabupaten Jember khususnya Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan
studi ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan
saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya
mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan

bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguiji.



